ABSTRAK

ULUL KHAFSOH, 12103193072, Implikasi Ketiadaan Norma Terkait Penjual di
Pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Lingkungan Dan Lingkungan Hidup, Program Studi Hukum Tata
Negara, Fakultas Syariah dan IImu Hukum, Universitas Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Ahmad Gelora Mahardika,
S.IP., M.H.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Norma, Lingkungan

Pemerintah Desa Dongko membentuk Peraturan Desa Dongko Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup dalam upaya menjaga
kebersihan lingkungan Desa Dongko. Namun, ternyata dalam Peraturan Desa
Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup tidak
ada norma terkait penjual di pasar desa Dongko, sehingga Pemerintah Desa Dongko
tidak bisa menindak pelanggaran yang dilakukan oleh penjual di pasar desa
Dongko.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implikasi
ketiadaan norma terkait penjual di pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa
Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan Dan Lingkungan Hidup? dan
2) Bagaimana politik hukum mengatasi implikasi ketiadaan norma terkait penjual
di pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Lingkungan Dan Lingkungan Hidup?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan. Data diambil dari melalui sumber bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum primer berasal dari
peraturan perundang-undangan dan sekunder berasal dari dokumen kepustakaan
seperti  buku-buku, jurnal-jurnal, website dan literature lainnya. Teknik
pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur. Teknik
analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Implikasi ketiadaan norma terkait penjual
di pasar Desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Lingkungan Dan Lingkungan Hidup, bahwa implikasinya adalah adanya potensi
pencemaran limbah sampah di desa Dongko. Karena ketiadaan norma terkait
penjual di pasar desa Dongko dalam Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup mengakibatkan ketidakpastian hukum
yang secara formil dan materil Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Lingkungan dan Lingkungan Hidup cacat yuridis. 2) Politik hukum untuk
mengatasi implikasi ketiadaan norma terkait penjual di Pasar Desa Dongko dalam
Peraturan Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lingkungan Dan
Lingkungan Hidup adalah Pemerintah desa Dongko melakukan upaya pencegahan
dan perlindungan, yang terdiri dari upaya non hukum dan upaya hukum. Upaya non
hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan himbauan. Sedangkan upaya hukum
dapat dilakukan dengan pemerintah desa yakni pembentuk peraturan desa (Kepala
desa dan BPD) harus segera membentuk peraturan desa yang baru sebagai
pengganti dari Peraturan Desa Desa Dongko Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Lingkungan dan Lingkungan Hidup.
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The Dongko Village Government established Dongko Village Regulation
Number 4 of 2014 concerning Environment and Environment in an effort to
maintain the cleanliness of the Dongko Village environment. However, it turns out
that in Dongko Village Regulation Number 4 of 2014 concerning Environment and
Environment there are no norms related to sellers in Dongko village market, so
Dongko Village Government cannot act on violations committed by sellers in
Dongko village market.

The formulation of the problem in this study is: 1) What are the implications
of the absence of norms related to sellers in Dongko village market in Dongko
village regulation number 4 of 2014 concerning environment and environment? and
2) How does legal politics address the implications of norms related to sellers in
Dongko village market in Dongko village regulation number 4 of 2014 concerning
environment and environment?

This research method uses a type of normative juridical legal research with
a statutory approach. Data is taken from through primary, secondary and tertiary
sources of legal materials. Primary sources of legal materials come from laws and
regulations and secondary come from literature documents such as books, journals,
websites and other literature. Data collection techniques are collected based on
literature data documentation. Data analysis techniques using qualitative analysis.

The results of this study are 1) Implications of the absence of norms related
to sellers in the Dongko Village market in Dongko Village Regulation Number 4
of 2014 concerning Environment and Environment, that the implication is the
potential for waste pollution in Dongko Village. Because the absence of norms
related to sellers in the Dongko village market in Dongko Village Regulation
Number 4 of 2014 concerning Environment and Environment resulted in legal
uncertainty that formally and materially Dongko Village Regulation Number 4 of
2014 concerning Environment and Environment was juridically flawed. 2) Legal
politics to overcome the implications of the absence of norms related to sellers in
Dongko Village Market in Dongko Village Regulation Number 4 of 2014
concerning Environment and Environment is that the Dongko village government
carries out prevention and protection efforts, consisting of non-legal remedies and
legal remedies. Non-legal efforts can be carried out through socialization and
appeal. While legal efforts can be made with the village government, namely the
framer of the village regulation must immediately form a new village regulation as
a replacement for Dongko Village Regulation Number 4 of 2014 concerning
Environment and Environment.
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